
MENURUT Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), rasialisme 
adalah prasangka berdasar-

kan keturunan bangsa, perlakuan yang 
berat sebelah terhadap (suku) bangsa 
yang berbeda-beda, serta merupakan 
paham bahwa ras diri sendiri ialah 
ras yang paling unggul. Pengertian itu 
mengingatkan kita pada peristiwa yang 
terjadi pada Agustus lalu di Surabaya, 
Malang, dan beberapa kota lain di In-
donesia. Ketika itu diduga telah terjadi 
tindakan kekerasan dan pelontaran 
kata-kata yang terbilang rasial dan 
kata-kata intimidatif lainnya terhadap 
saudara kita, para mahasiswa dari 
Papua. Tindakan semacam itu haruslah 
dicegah dan diproses secara hukum 
guna memastikan hal itu tidak terulang 
di masa yang akan datang. 

Kondisi kemajemukan di Indonesia 
merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dihindari. Indonesia telah memberikan 
jaminan perlindungan untuk bebas 
dari perlakuan yang diskriminatif seba-
gai hak konstitusional yang ditentukan 
dalam Pasal 281 ayat (2) UUD Negara 
Republik Indonesia 1945. Namun da-
lam praktiknya, terkadang dijumpai 
perlakuan diskriminatif, khususnya 
terhadap kelompok rentan, minoritas, 
juga kelompok yang termarginalkan.

Menjadi sebuah tantangan sekali-
gus potensi besar di tengah-tengah 
era keterbukaan sekarang ini untuk 
mengedukasi masyarakat mengenai 
diskriminasi dan tindakan-tindakan 
rasialisme. Seluruh komponen dalam 

masyarakat harus mampu menyuara-
kan perlindungan terhadap kebebasan 
berekspresi, bebas dari sikap rasial, 
dan stigma terhadap ras atau etnik 
tertentu sebagai perwujudan dari ne-
gara yang menjunjung tinggi keadilan 
dan nilai-nilai demokrasi. 

Terjadinya peristiwa yang berkaitan 
dengan rasialisme ini menunjukkan 
bahwa pentingnya persatuan dan ke-
satuan seluruh bangsa. Masyarakat 
harus berani menolak segala bentuk 
provokasi dan memilih sumber berita 
yang baik karena maraknya berita 
hoaks yang saat ini sangat mudah 
tersebar di media sosial. Pemerintah 

harus mampu mengambil kebijakan 
yang nyata guna mengakhiri tindakan-
tindakan rasialis.

Perbedaan yang ada tidak berarti 
menjadi halangan untuk tetap men-
jaga persatuan dan kesatuan yang 
ada di Indonesia. Keberagaman yang 
ada sudah sepatutnya disyukuri dan 
dihargai karena keberagaman terse-
but merupakan sebuah aset kekayaan 
budaya yang dimiliki Indonesia dan 
belum tentu dimiliki bangsa lain. Kita 
harus mampu melihat perbedaan yang 
ada sebagai sebuah keberagaman yang 
mewarnai kehidupan dan bisa saling 
menghargai karena kita Indonesia, kita 
bersaudara. 

Dian Fadilah Rahmawati
Universitas Negeri Yogyakarta
Sleman, DIY
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 KE D A U L A T A N 
 presiden sesung-
g u h ny a   s u d a h 
tegak sebelum 

masa  pengangkatannya. 
 Kedaulatan itu ialah ketika 
ia menyusun kabinet.

S e b a g a i m a n a  d i -
amanatkan Pasal 17 ayat 2 
Undang-Undang Dasar 1945 
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Kementerian Negara, pre-
siden mengangkat dan memberhenti-
kan menteri. Hak prerogatif presiden 
terhadap para pembantunya tersebut 
dapat kita pahami pula menyangkut 
pemilihan sosoknya.

Maka, sebagaimana yang berlang-
sung hingga hari ini, partai-partai 
politik pendukung presiden terpilih 
2019-2024 fasih pula mengucapkan 
hak prerogatif itu. Sayangnya, fasih 
di bibir belum tentu sejurus dengan 
sikap.

Ada partai politik yang nyatanya 
gagal menjaga kedaulatan presiden 
dalam memilih para menterinya. Me-
reka melangkah lebih jauh daripada 
sekadar mengusulkan.

Kita bisa menangkap adanya inter-
vensi ini dari ucapan tegas Presiden 
Jokowi. Dalam Peresmian Pembukaan 
Konferensi Hukum Tata Negara Ke-6 
Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, 
Senin (2/9), Presiden menyatakan ogah 
direcoki soal penyusunan kabinet. Ia 
bahkan menyatakan kepada pihak-
pihak lain untuk tidak ikut campur.

Pernyataan tersebut dapat dimak-
lumi sebab sudah sejak bulan lalu ada 
partai-partai politik yang begitu getol 
mengirimkan CV ke Istana maupun 
menitipkan ke lingkaran dekat Presi-
den. Dalam acara peresmian Senin itu 
pun Presiden mengaku selalu diberon-
dong pertanyaan seputar menteri yang 

sudah dipilihnya. Ada pula 
yang tidak segan mena-
nyakan a pakah calon 
yang mereka usung 
masuk kabinet.

Tentu saja, par-
tai politik pe-
ngusung pre-
s i d e n  b o l e h 
memberikan 

usul. Wajar pula jika 
mereka berharap jatah 
kursi dalam kabinet. 
Namun, sikap men-
desakkan calon justru 
me rupa kan bentuk aro-
gansi kalau tidak mau di-
sebut oposan. Dengan sikap 
seperti itu, mereka tidak me-
mercayai pilihan Presiden.

Mereka juga ibarat me-
ngerdilkan misi besar dari 
pemenangan presiden itu sen-
diri. Bukankah kemenangan tidak 
berhenti pada menjabatnya 
presiden? Justru, keme-
nangan sesungguhnya 
ada pada keberha-
s i lan program-
prog ram yang 
sudah dijanji-
kan di pemi-
lu.

Maka, di situlah letak krusialnya 
seorang presiden memilih sendiri 

para menterinya. Keyakinan 
presiden terhadap menteri ter-

sebut amatlah berpengaruh 
pada keberhasilan prog ram 
yang diusung.

Karena itu, pernyataan 
tegas Presiden Jokowi 
mesti menjadi penyadar 
bagi para parpol  arogan. 
Sudah semestinya mereka 
menunjukkan sikap partai 
politik pendukung sejati, 
dengan benar-benar tidak 

mendesakkan calon dan 
bahkan tidak menagih-nagih 

jatah kursi menteri.
Lebih dari itu tentunya 

berharap Presiden Jokowi da-
pat mempertahankan ketegasan 

dalam membentuk kabinet. Be-
gitu pula dalam mewujudkan 
formasi 45% menteri dari partai 

politik dan 55% menteri dari 
kalangan profesional. Seba-

gaimana yang sudah ada 
selama ini,   paduan porsi 

menteri parpol dan 
profesional tersebut 

menjadi kunci ke-
berhasilan kinerja 

kabinet.
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BERBICARA merupakan 
kegiatan yang sering 
dilakukan setiap orang. 

Dengan berbicara, berarti se-
seorang itu telah menyampai-
kan maksud mereka kepada 
orang lain. Bicara di depan 
umum tentunya memiliki ke-
sulitan tersendiri. Kita harus 
bisa memilah kata-kata de-
ngan baik agar apa yang kita 
ucapkan tidak menyinggung 
perasaan orang lain. 

Akhir-akhir ini  sering 
terjadi kesalahpahaman 
antarorang dalam berbicara. 
Maksud yang mereka sam-
paikan tidak dapat ditangkap 
dengan baik oleh penerima. 
Untuk itu dalam berbicara 
kita harus mengetahui hal 
apa saja agar tersampaikan 
dengan baik. Komunikasi 
yang baik merupakan kunci 
dalam berbicara. 

Sebelum kita mengung-
kapkan pendapat,  harus 
mengetahui lebih dulu siapa 
orang atau pihak yang akan 
menerima pesan tersebut ka-
rena setiap orang memiliki 
pemahaman berbeda. Ba-
hasa yang kita gunakan juga 
harus mudah dimengerti 
agar tidak menimbulkan ber-
bagai tafsir. Jika berbicara 
secara langsung atau tatap 
muka, nada dan intonasi 

harus sesuai agar mudah 
dipahami. Dalam menyam-
paikan sesuatu kita harus 
memikirkan dampak yang 
akan terjadi, apakah menim-
bulkan kesalahpamahaman 
atau tidak.

Dengan kita memikirkan 
dahulu apa yang kita ucap-
kan serta memahami bahwa 
setiap orang berbeda dalam 
menerima pesan, diharapkan 
tidak ada lagi perpecahan 
atau kesalahpahaman. Un-
tuk itu dari diri sendiri harus 
menjaga perkataan dengan 
bahasa yang mudah dipa-
hami, dan saling memahami, 
serta menghargai dalam ko-
munikasi. Intinya, bicara baik 
atau diam.

Tidak setiap orang mampu 
berbicara menyampaikan 
maksudnya dengan baik. 
Ada kalanya justru disalah-
artikan yang berujung pada 
pertengkaran. Itu sebabnya, 
yakinkan lebih dulu maksud 
kita dalam berbicara. Guna-
kan bahasa yang paling mu-
dah dipahami lawan bicara. 
Tidak usah pakai bahasa 
asing hanya agar kelihatan 
lebih cerdas.

Vivi Alviana
Universitas Negeri Yogyakarta
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